PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR:.....23.. . ... TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010
BUPATI LANGKAT
. o relaks a: yoaran
Menimbang a.  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun ..... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angg
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

i kat tentang
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturzj‘l Bupati Langka 8

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat . 5

i Propinsi
Undang-Undang Nomor 7 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalambllill?glizglglgia Ii:?(l))mor
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu
1096);



10.

epublik Indonesia Tahun 1985 Nomor

ah dengan Undang-Undang Nomor 12
Republik Indonesia Nomor

Undang-Und =

68, Taf}barl:ain Eei(l;r::r(;ull\? S 1983_tema_ng Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R
Tahun 1994 (Lembaran Neegara;a IIzlepubl_lk Indones.ia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diub
3569): g epublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 2

(Lembaran Negara Republii ;i?im ]-999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
onesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

47,

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuan N . ; 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia %\Iomor 4%?;(15)' sgre (Laaran Negpa: Reguliik Tdiggsany i ZHL3 oo

Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentan ; .
T ntang Perbendaharaan N : 04 N
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor pro egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 omor 5,

Undang-undang Nomor 10 T
Tl 3004 Nosnce 35 oo Ob;h ahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
» tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 -
Republik Indonesia Tahun ;_03;2}11\]““ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Canggutgia Kosngen: Degrn (Hembaran Fegars
omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2
5 .
r Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 N
omor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
125,

Undang-Undang Nomor 32

Tambahan Lembaran Nregaranai}emﬂbZ;?kM tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Normor 12 Tahun 2008 (Lembaran N Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4844); egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 33
Negara Republik Indonesia TTa?,h un220004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




11.

12.

13.

14.

15.

16.

5 8

18.

19.

20.

. blik Indonesia Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu
Nomor 130, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 147)

i s i Wilayah Kodya Dati II Binjai ke
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabqpaten Dati HTI;in 5,1(;1; Szarlll xﬁyg); Yy
Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat:(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

i injai aten Dati II Langkat d'éfn
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perpindahan Ibukota Kodya Dati II Binjai, Kabup 3

Repu
' bahan Lembaran Negara
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tam

Indonesia Nomor 3323);

impi yota Dewan Perwakilan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan P1g1pu;a1;] ;lg::r ?lggsublﬂ( e Nom9r
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Leri'l e Hisgors Repttiic ones . E00S
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 .
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

2 ' wra Republik Indonesia Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rep
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

i sia Tahun 2005 Nomor 136,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

i 137
ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

m ambahan 1 ia Tahun
N i Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neg

4003 Naomae 135, e Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

: lik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republi

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



21.

22,

23

24.

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pem_erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 85):

Peraturan Pemt?rintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peratura'n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerali ssbagainiana telah dixben
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2010;
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010; (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor ...... Tahun ........... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2010; ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor ~ );

Pera_turan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae.rah Tahun Anggaran 20105
(Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 11);

i‘:ﬁm{aﬂ ?upatj Langkat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
ggaran 2010;




MEMUTUSKAN :

v GGARAN PENDAPATAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 31.357.008.434,92
b. Dana Perimbangan Rp. 859.012.339.741,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 104.239.964.646.00

Jumlah Pendapatan Rp. 994.609.312.821,92

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 597.338.917.749,50
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp.  2.560.197.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 27.464.351.918,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7)  Belanja Bantuan Keuangan Rp. 28.996.100.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00

Rp. 656.359.566.667,50



b. Belanja Langsung
1)  Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Rp. 40.577.208.760,00
Rp. 153.551.378.670,50
Rp. 117.392.906.679.00

Rp. 311.521.494.109.50
Jumlah Belanja Rp. 967.881.060.777.00

Surplus/(Defisit) Rp. 26.728.252.044,92)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 51.033.378.294,02
b. Pengeluaran

Rp. 0.00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 51.033.378.294.02

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 77.761.630.338,94

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati in1.

Pasal 3

. . : isasi anggaran.
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi angg

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal 5 ;%
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i s s 3erita Daerah Kabupaten Langkat.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Stab ctus 2044
pada tanggal i %}90

BUPATI LANGKAT,

M SITEPU

Djundangkan di Stab
Pada tanggal . %3, A9

Nstus ROAf
SEKRETARIS DAE

KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAWISA

23
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR ..



